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PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 5 TAHUN
2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
-Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten

Lebong Tahun 2024 telah diatur dengan Peraturan
Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Lebong Tahun Anggaran 2024; :

. bahwa dalam rangka percepatan penyerapan Alokasi
Dana Desa setiap desa di Kabupaten Lebong, perlu-

dilakukan penyesuaian . aturan mengenai
pengalokasian, pembagian dan penetapan rincian
Alokasi-Dana Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema
Nomor 4349);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 54935), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6896);
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8.

10,

11.

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 151);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Perafuran Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomeor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan

Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1038);
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Menetapkan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomer 868);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang  Petunjuk  Operasional atas  Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Rincian Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1052);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun
2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 5 TAHUN
2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBONG TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal I

Ketentuan BAB Il Pasal 7 Peraturan Bupati Lebong
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Pembagian dan Penetapan Rincian Alckasi Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024
diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat
yaitu ayat (2.1), sehingga berbunyi sebagai berikut:
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BAB III
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah
ke Rekening Kas Desa.

(2) Penvaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara
bertahap:

a. tahap 1 sebesar 60% [enam puluh perseratus)
dan/fatau sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persaratus]
dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

(2.1} Dalam Penyaluran Alokasi Dana Desa belum dapat
dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka dapat diatur lebih lanjut melalui Surat
Edaran Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2024
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h',K{}FLI ANSORI
Diundangkan di Tubei

pada 20 Maret 2024
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BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 12



